
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS 

PROVINS! KEPULAUAN RIAU 

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS 

NOMOR M TAHUN 2021 

TENTANG 

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS, 

Menimbang 

Mengingat 

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1 )  Undang 

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat 

Daerah Tahun 2021-2026. 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164 ,  

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4421 ) ;  

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di 

Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015  tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 

Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 

2017 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 

dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

1312 ) ;  

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 

2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1447); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas 

Nomor 4 Tahun 2013  tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013 
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Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Kepulauan Anambas Nomor 32; 

9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 

52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Kepulauan Anambas Nomor 53), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran 

Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 

Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Kepulauan Anambas Nomor 88); 

10 .  Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas 

Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas 

Tahun 2021 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 89). 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS 

PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026. 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1 .  Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas. 

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai 

unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang 

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Daerah otonom. 
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3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan 

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas 

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan 

Anambas. 

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 

DPRD dalam penyelenggaran urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah. 

7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik 

untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah 

untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan 

masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, 

meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan 

daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangannya. 

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 

selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen 

perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun 

terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya 

masa jabatan Bupati. 

9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya 

disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah 

untuk periode 1 (satu) tahun. 

10 .  Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen 

perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (Hrna) 

tahun. 

1 1 .  Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen 
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perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) 

tahun. 

12.  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah 

rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah. 

13 .  Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan 

antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini 

dengan yang direncanakan. 

14. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus 

diperhatikan atau dikedepankan dalam Perencanaan 

Pembangunan Daerah karena dampaknya yang 

signifikan bagi Daerah dengan karakteristik yang 

bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka 

menengah/panjang, dan menentukan pencapaian 

tujuan penyelenggaraan Pemerintah Daerah di masa 

yang akan datang. 

15 .  Visi adalah rumusan um um mengenai keadaan yang 

diinginkan pada akhir periode perencanan 

Pembangunan Daerah. 

16.  Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya 

yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. 

1 7. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau 

dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. 

18.  Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan 

tercapainya Tujuan, berupa hasil pembangunan 

Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari 

pencapaian hasil program Perangkat Daerah. 

19.  Strategi adalah langkah yang berisikan program sebagai 

prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah 

untuk mencapai Sasaran. 

20. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau 

kerangka kerja untuk menyelesaikan Permasalahan 

Pembangunan dan mengantisipasi Isu Strategis 

Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara 

bertahap sebagai penjabaran Strategi. 

2 1 .  Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat 

Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih 
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kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang 

disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai 

dengan tugas dan fungsi. 

22. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan 

yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk 

menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil 

suatu Program. 

23. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari 

Kegiatan/Program/Sasaran sehubungan dengan 

penggunaan sumber daya pembangunan. 

24. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai 

alat ukur pencapaian Kinerja suatu Kegiatan, Program 

atau Sasaran dan Tujuan dalam bentuk keluaran, hasil 

dan dampak. 

25. Keluaran adalah suatu produk akhir berupa barang 

atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya 

pembangunan agar hasil dapat terwujud. 

26. Hasil adalah keadaan yang ingin dicapai atau 

dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode 

waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya 

Keluaran dari beberapa Kegiatan dalam satu Program. 

BABI 

RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

(1 )  Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 adalah 

rencana 5 (lima) tahun yang memuat Tujuan, Sasaran, 

Program, dan Kegiatan pembangunan dalam rangka 

pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau 

urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan 

fungsi setiap Perangkat Daerah yang berpedoman 

kepada RPJMD dan bersifat indikatif. 

(2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  menjadi pedoman 

dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, dan bahan 

penyusunan rancangan RKPD. 
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BAB II 

SISTEMA TIKA 

Pasal 3 

( 1 )  Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan 

sistematika sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang, landasan hukum, 

maksud dan Tujuan, dan sistematika 

penulisan. 

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT 

DAERAH 

BAB II 

BAB III 

BAB IV 

BABV 

Memuat gambaran mengenai tugas, 

fungsi, struktur organisasi Perangkat 

Daerah, sumber daya Perangkat Daerah, 

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah, 

tantangan dan peluang pengembangan 

pelayanan Perangkat Daerah. 

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 

PERANGKAT DAERAH 

Memuat identifikasi permasalahan 

berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan 

Perangkat Daerah, telaahan Visi, Misi, 

dan Program Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra 

Kementerian/Lembaga dan Renstra, 

telaahan rencana tata ruang wilayah dan 

kajian lingkungan hidup strategis,dan 

penentuan isu strategis. 

TUJUAN DAN SASARAN 

Memuat Tujuan dan Sasaran jangka 

menengah Perangkat Daerah. 

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 
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Menguraikan ten tang rumusan 

pemyataan Strategi dan Arah Kebijakan 

Perangkat Daerah dalam lima tahun 

mendatang. 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 

SERTA PENDANAAN 

Memuat rencana Program clan Kegiatan, 

Indikator Kinerja, kelompok Sasaran, dan 

pendanaan indikatif. 

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG 

URUSAN 

Memuat Indikator Kinerja Perangkat 

Daerah yang secara langsung 

menunjukkan Kinerja yang akan dicapai 

Perangkat Daerah dalam lima tahun 

mendatang sebagai komitmen untuk 

mendukung pencapaian Tujuan dan 

Sasaran RPJMD. 

PENUTUP 

Memuat uraian penutup yang perlu 

dijadikan perhatian. 

(2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini. 

BAB III 

PENGENDALIAN DAN EV ALUASI 

Pasal 4 

( 1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan 

evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah . .  

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) meliputi: 

a. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan 

Renstra Perangkat Daerah; 

BAB VITI 
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b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan 

Renstra Renstra Perangkat Daerah; dan 

c. evaluasi terhadap Hasil Renstra Perangkat Daerah. 

(3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan 

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

BAB IV 

PENDANAAN 

Pasal 5 

( 1) Pendanaan pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah 

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah. 

(2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  

berupa pagu indikatif pada masing-masing Perangkat 

Daerah yang disesuaikan dengan pagu indikatif dalam 

RPJMD untuk setiap tahun anggaran. 

(3) Pagu indikatif Perangkat Daerah 

dimaksud pada ayat (2) disusun 

sebagaimana 

berdasarkan 

kemampuan anggaran tahun berjalan yang ditetapkan 

dengan Peraturan Bupati tentang RKPD. 

BABV 

PERUBAHANRENSTRAPERANGKATDAERAH 

Pasal 6 

( 1 )  Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan 

apabila: 

a. terjadi perubahan RPJMD; dan/ atau 

b. terdapat penambahan kegiatan baru dalam RKPD 

akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, 

keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah 

dari peraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi setelah RPJMD ditetapkan. 
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(2) Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan Peraturan 

Bupati. 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Ketentuan mengenai 

Pasal 7 

Renstra Perangkat Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 

5 berlaku mutatis mutandis terhadap perubahan Renstra 

Perangkat Daerah. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. 

Diundangkan di Tarempa 

pada tanggal 3\ Desember 2021 - 

Ditetapkan di Tarempa 

pada tanggal 3lDesember 2021 

BAS, 

BUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS, 

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2021 NOMOR I_, I\ 



KATA PENGANTAR 

Puji Syukur kehadirat Allah SWT karena telah tersusunnya Rencana 

Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 

2021-2026. Renstra merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah 

selama 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub 

kegiatan pembangunan dalam ranngka pelaksanaan urusan pemerintahan 

wajib dan/ atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi 

setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan 

bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas 

Tahun 2021-2026 disusun mengikuti sistematika penyusunan yang termuat 

di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ten tang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata 

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah, yang terdiri dari pendahuluan, gambaran 

pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan isu strategis Perangkat 

Daerah, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program, 

kegiatan, sub kegiatan serta pendanaan, kinerja penyelenggaraan bidang 

urusan, dan penutup. Lebih lanjut Renstra Perangkat Daerah Kabupaten 

Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 akan menjadi sistem kendali didalam 

perencanaan dan implementasi pelaksanaan program/kegiatan/ sub 

kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang kemudian dijadikan 

pedoman didalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah 

selama 5 (lima) tahun. Akhir kata, kami mengucapkan terimakasih kepada 

semua pihak yang turut membantu kelancaran pelaksanaan penyusunan 

Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021- 

2026. Semoga ke depan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten 



Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 yang sudah tersusun dapat menjadi 

landasan dan dasar didalam proses perencanaan dan implementasi 

pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas. 



PENUTUP 

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan 

Anambas Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan tahapan dan tata cara 

penyusunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah. Selain itu Renstra Perangkat Daerah ini juga disusun 

berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 

6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Tahun 2021-2026. 

Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 

2021-2026 diharapkan dapat menunjang terwujudnya visi "Kepulauan 

Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan ang Berdaa Saing, 

Maju dan Berakhlakul Karimah". Selanjutnya Renstra Perangkat Daerah 

yang telah disusun akan dipergunakan sebagai berikut: 

1. Pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Kepulauan 

Anambas dalam melaksanakan arahan tujuan, sasaran, strategi, 

kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sebagaimana 

tertuang dalam Rencana Strategis; 

2.  Pedoman dalam penyusunan Renja yang merupakan dokumen 

perangkat daerah tahunan dan bahan penyusunan rancangan 

RKPD; 

3. Pedoman dan tolok ukur kinerja pelaksanaan program, kegiatan, 

dan sub kegiatan pembangunan serta sebagai dasar dalam 

melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja. 



Apabila dikemudian hari Renstra Perangkat Daerah ini terdapat 

ketidaksesuaian akibat perkembangan baik dari internal maupu eksternal, 

maka akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 
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